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ABSTRACT 
Economic development is centralized in the past, resulting in a multidimensional crisis 
experienced by Indonesia, particularly in the field of crisis economic.For tackle the problem the 
government finally issued a wide range of policies one of which is the policy of  agropolitan area. 
Agropolitan is the approach to the theory - the theory of development based on the agricultural 
sector by providing urban services in rural areas or with other terms used by Friedman is a "city 
in the fields". Departing from this that the government launched the Merauke Regency Merauke as 
the City Agropolitan because the local district has the potential of land in agriculture and own a 
few other suporting aspects. This study aimed so that we can describe and analyze how policies 
agropolitan and what are its policy of supporting and inhibiting the factors  The benefits of this 
research is the implication teoritsis, as a means of applying the theories that have been acquired 
in college. 
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PENDAHULUAN 
 Pembangunan ekonomi yang sentralistis di masa lalu, mengakibatkan 
krisis multidimensi yang dialami oleh bangsa Indonesia, khususnya krisis di 
bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi merupakan akibat dari masalah 
fundamental. Masalah fundamental adalah tantangan internal berupa kesenjangan 
yang ditandai oleh adanya kemiskinan, sedangkan tantangan eksternalnya adalah  
upaya meningkatkan daya saing menghadapi perdagangan bebas. Atas dasar inilah 
akhirnya pemerintah mengeluarkan suatu Kebijakan berupa konsep 
pengembangan agropolitan sebagai salah satu solusi guna menjawab 
permasalahan fundamental yang ada. 
 Agropolitan adalah hasil pendekatan terhadap teori-teori pembangunan 
yang berbasis pada sektor pertanian, atau membangun wilayah pertanian yang 
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui 
percepatan pengembangan kawasan pertanian yang berdaya saing, berbasis 
kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Kabupaten Merauke merupakan 
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salah satu wilayah yang telah menerapkan konsep Agropolitan. Untuk mendukung 
hal tersebut maka pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisai mengenai 
kebijakan tersebut, selain itu pemerintah mengadakan berbagai macam pelatihan 
yang berhubungan dengan kegiatan pertanian seperti bagaimanan menanam padi 
dengan benar,kapan padi – padi tersebut dapat dipanen, kapan dan bagaiman padi 
tersebut harus digiling, bagaimana pengunanaan dan perawatan alat – alat 
pertanian dan bagaimana cara memasarkan hasil panenan yang ada. Selaian itu 
pembinaan maupun pelatihan yang ada adalah bersifat berkelanjutan, dan 
pemerintah juga menyediakan tenaga lapangan yang setiap harinya membantu 
masyarakat untuk menjalankan kegiatan pertanian, sehingga apa yang menjadi 
tujuan dari kebijakan agropilitan dapat terwujud.  
Kebijakan adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan 
yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 
menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, 
pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain 
(William  N. Dunn). Sedangkan Evaluasi Kebijakan menurut Charles O. Jones 
yang dikutip Islami  (2000:122) adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk 
menilai hasil – hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan – perbedaan 
yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik – teknik pengukurannya 
dan metode – metode analisisnya. 
Agropolitan adalah siasat untuk pengembangan perdesaan. Konsep ini 
pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan atau 
dengan istilah lain yang dikemukakan oleh Friedmann “ Kota Di ladang “(Mc. 
Douglass dan Friedmann 1974,dalam Pasaribu,1999). Menurut Pranoto (2005) 
konsep Utama Agropolitan meliputi : Akses terhadap lahan pertanian dan air, 
Devolusi politik dan wewenang administrasi dari tingkat pusat ke tingkat 
lokal,dan Perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih 
mendukung diversifikasi produk pertanian. 
Kebijakan Agropolitan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan 
Holtikultura bagi masyarakat di kampung Wasur adalah sebagai berikut : 
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Pengembangan Kualitas Sumber daya manusia (SDM) 
Pengembangan kualitas sumber daya manusia ini di ikuti pula oleh ke 
empat kelompok tani yang ada di kampung Wasur. Keempat kelompok tani 
tersebut antara lain adalah Kelompok tani Anggrek, Anggin, Sokaka dan 
kelompok tani Mawar. Pengembangan kualitasbsumber daya manusia ini 
dilakukan melalui : 
- Pendekatan Tani 
Yang dimaksud dengan pendekatan tani disini adalah pemerintah dalam 
hal ini dinas tanaman pangan dan holtikultura melakukan pendekatan kepada 
masyarakat atau empat kelompok tani di kampung Wasur yang bekerja sebagai 
petani.Dimana pendekatam yang dimaksud adalah pemerintah turun langsung 
ke lapangan menjumpai masyarakat dan memberikan arahan maupaun 
sosialisasi mengenai kegiatan pertanian 
- Pelatihan 
Pada tahap ini pemerintah memberikan pelatihan secara terus - menerus 
kepada masyarakat  di kampung Wasur. Pelatihan yang diberikan tentu saja 
dalam bidang pertanian yakni mulai dari  : Pemilihan bibit unggul,  Penanaman 
bibit unggul,  Preoses penanam padi yang mana mulai dari,pengukurann jarak 
penanaman padi,  Bagaimana memberikan pupuk yang baik, dan  Bagaimana 
penggunaan pestisida untuk pembasmian hama, bagaimana menggunakan  alat 
– alat pertanian sampai  dengan cara perawatannya dan yang terakhir kapan 
dan bagimana melakukan panen 
-  Pembinaan 
  Setelah pendekatan tani dan pelatihan di lakukan maka tahap akhir dari  
kebijakan agropolitan didalam pengembangan kualitas sumber daya manusia 
adalah melakukan pembinaan. Pembinaan pada tahap ini artinya bahwa setelah 
pendekatan tani dan pelatihan dilakukan para masyarakat di kampung Wasur 
tidak langsung dilepas begitu saja, tetapi para masyarakat senantiasa dibina  
secara terus-menerus. Pembinaan ini dilakukan dengan cara, pemerintah 
menyediakan beberapa PPL yang bertugas setiap harinya mendampingi 
masyarakat di dalam menjalankan pekerjaan mulai dari kegiatan penanaman 
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bibit, penanaman padi, panen sampai dengan bagaimana memasarkan hasil 
panenan yang ada. 
Pengembangan Usaha Agropolitan 
           Pengembangan usaha agropolitan merupakan  hal yang sangat penting dan 
harus dilakukan agar kegiatan pertanian tersebut dapat terus berkembang dan 
bertahan. Pengembangan usaha agropolitan dapat terwujud dengan mewujudkan 
apa yang menjadi  konsep agropolitan itu sendiri. Pengembangan Usaha 
Agropolitan ini dilakukan melalui Penyediaan Bibit Unggul Penyediaan Pupuk 
Penyediaan Pestisida dan  Penyediaan  Air di Kawasan Pertanian. 
Peningkatan  Alat Pertanian  
 Peningkatan alat pertanian  juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya 
didalam kegiatan pertanian. Hal ini dikarenakan alat pertanian merupakan faktor 
pendukung yang penting didalam kegiatan pertanian.Adapun peningkatan alat 
pertanian yang dilakukan adalah Peningkatan Penyediaan Pompa Air, Penyediaan 
alat traktor dan Penyediaan Alat penggiling. 
Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat 
  Pengembangan infrastruktur transportasi darat juga merupakan bagian yang 
tidak kalah penting didalami kebijakan agropolitan. Hal ini dikarenakan 
masyarakat seringkali mengalami kesulitan untuk pergi ke kota atau ibukota 
kabupaten untuk menjual hasil panen mereka dan begitu pula sebaliknya 
masyarakat perkotaan yang ingin membeli beras secara langsung di kampung 
Wasur pada pasar lokal di kampung tersebut. Kesulitan ini dirasakan pada saat 
musim hujan karena dimana-mana jalan menjadi rusak. Untuk menanggulangi hal 
tersebut pemerintah membangun infrastruktur transportasi darat yang mana 
tujuannya adalah untuk memperkuat aksetabilitas masyarakat, baik masyarakat di 
kampung Wasur maupun masyarakat di Ibu kota Kabupaten. Dengan demikian 
hal ini juga akan mendukung jalannya roda perekonomian masyarakat di kampung 
Wasur. 
Pembangunan Infrastruktur Pemasaran dan Sistem Informasi Pemasaran 
Pembangunan infrastrukur pemasaran dan sistem informasi pemasaran merupakan 
hal terakhir yang dilakukan oleh pemerintah didalam kebijakan agropolitan di 
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kampung Wasur. Hal ini bertujuan agar memudahkan masyarakat di kampung 
Wasur untuk memasarkan hasil panenan mereka. Adapun sistem pemasaran di 
kampung wasur adalah, hasil panenan yang ada di serahkan ke Koperasi Unit 
Kampung (KUK) yang mana beras – beras tersebut dijual sesuai dengan harga 
pasaran, kemudian setelah semuanya terkumpul pihak dari Dinas Tanaman 
pangan dan Holtikutura yang akan menyerahkan pada Dolog di Ibukota 
kabupaten. Kemudian pada akhirnya Dolog yang akan menyebarkannya. Adapun 
Penyebaran hasil panen yang ada adalah dalam bentuk  Pemasaran 
Lokal,Pemasaran antar pulau dan eksport 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan keberhasilan kebijakan Agropolitan di Kampung Wasur Distrik 
Merauke, serta  faktor pendukung dan  faktor penghambat keberhasilan kebijakan 
agropolitan di Kampung Wasur Distrik Merauke,Kabupaten Merauke 
Berdasarkan Undang – Undang  No 26 Pasal 1 ayat 24 Tahun 2002 Tentang 
Kawasan Agropolitan 
 
BAHAN DAN METODE 
Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini, pendekatan yang peneliti gunakan adalah Pendekatan 
Kualitatif.  Hal ini dikarenakan pendekatan  kualitatif menyajikan secara langsung 
tentang hakikat hubungan antara peneliti dengan responden yang dituju kemudian 
pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi. 
Fokus Penelitian 
Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 
 Kebijakan agropolitan yang dilakukan  meliputi : Pengembangan  sumber daya 
Manusia, Pengembangan Usaha Agropolitan, Peningkatan  Alat pertanian,  
Pembangunan Infrastuktur transportasi darat dan Pembangunan infrastruktur 
pemasaran dan sistem informasi pemasaran.  
Faktor Pendukung meliputi: Lahan potensial dalam bidang pertanian, Prasarana 
dan infrastruktur yang mendukung pengembangan agropolitan, 
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Faktor Penghambat meliputi:  Rendahnya Pengetahuan masyarakat di kampung 
Wasur, Pemakaian sarana dan prasarana yang belum efektif, Kehidupan 
masyarakat yang masih terikat dengan adat-istiadat dan kebudayaan, Kurangnya 
kordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Masyarakat 
Populasi Dan Sampel 
populasi adalah semua individu yang dimaksud untuk menyelidiki serta mendapat 
data yang akurat (M. Nazir 1999: 32). Populasi dalam penelitian ini adalah 
Aparatur  Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perangkat Kampung Wasur, 
dan Masyarakat Kampung Wasur. Kemudian yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah Responden dan Informan yang dianggap dapat memberikan 
informasi yang dipandang relevan dengan masalah penelitian.  Yang menjadi  
reponden disini adalah  masyarakat di kampung Wasur yang berjumlah 10 orang 
sedangkan yang menjadi infoeman pada penelitian ini adalah 2 orang aparat 
kampung Wasur dan 2 orang aparatur Dinas tanaman pangan dan holtikultura. 
Teknik Analisis Data  
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan seperti yang dikembangkan oleh 
Barney G. Glasser dan Anslem L. Strauss (1967) dalam penelitian teori grounded. 
Pengembangan teori dari bawah yang menggunakan pendekatan ini sepenuhnya 
didasarkan atas data di lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara 
induksi, yang digunakan untuk memaparkan bagaimana kebijakan agropolkitan di 
Kampung Wasur Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Secara operasional, 
strategi tingkat pengumpulan dan analisis data sesuai dengan prosedur coding 
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a). Observasi 
Terstruktur digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan agropolitan di 
Kampung Wasur  (b). Wawancara yang intensif dan mendalam, digunakan untuk 
mencari informasi tentang kebijakan agropolitan di Kampung Wasur (c). 
Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari 




Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial                             

















Kampung Wasur termasuk salah satu tempat pemukiman lokal yang 
berada di Distrik Merauke yang mulai dibuka pada tahun 1966, yang terdiri dari 
beberapa Dusun. Diantaranya adalah Dusun Mbur, Dusun Yambare, Dusun 
Kumbi, Dusun Mbunggatel Mese, Dusun Yomble, Dusun Kombol, Dusun Befak 
Serei, Dusun Senayam, Dusun  Anam Saker, Dusun Wanggalem dan merupakan 
asli warga asli suku Papua. 
Kampung Wasur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : 
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Maro, Sebelah Selatan berbatasan 
dengan Sungai Ndalir, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mbeo, dan 
Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rimba Jaya.  
Kondisi Lingkungan  
 Lingkungan di Kampug Wasur masih kurang baik. Pada umumnya 
penduduk kampung Wasur tinggal di rumah bantuan dari pemeritah. Selain 
rumah, di Kampung Wasur terdapat beberpa fasilitas umum yang di bangun oleh 
pemerintah, diantaranya ada 6 toilet umum dan 5 bak penampungan air. Namun 








1. Kebijakan Agropolitan 
2. Faktor Pendukunh dan fator 
Penghambat 
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Kampung Wasur dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang sekarang 
dipimpin oleh Bapak Pascalis Hz. Kaize, dengan letak balai desa yang berada di 
jalan Cendrawasih RT 02 dengan kondisi balai kampung cukup baik yang terbuat 
dari papan. Kampung Wasur terbagi dalam beberapa kelompok dintaranya berupa 
Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), serta tokoh agama dan tokoh adat 
masyarakat. Kampung ini terdiri dari 03 RT dan 02 RW. Sebagian besar mata 
pencaharian masyarakatnya adalah berburu dan berkebun.   
Penduduk Kampung Wasur mayoritas beragama kristen dengan masyarakat 
asli suku Papua. Data terakhir jumlah penduduk Kampung Wasur pada bulan Juni 
2012 adalah ± 475 jiwa, dengan jumlah 132 KK. Untuk mengetahui kondisi 
penduduk Kampung Wasur dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 1  Jumlah Penduduk Menurut  
              Kepala keluarga Kampung Wasur 
No. 
KETERANGAN 
KK LK PR JUMLAH JIWA 
( Kepala Keluarga ) ( Laki-laki ) ( Perempuan ) ( Orang ) 
1. 132 240 235 475 
Sumber : Data Monografi  
 Jumlah penduduk pada tiap RT/RW pada Kampung Wasur berbeda. Untuk 
mengetahui jumlah penduduk pada tiap RT/RW dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini : 
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut 
             Kepala Keluarga Pada Tiap RT/RW Kampung Wasur 
No. 
KETERANGAN 
RT/RW KK LK PR Jumlah Jiwa 
 
( Kepala Keluarga ) ( Laki-laki ) ( Perempuan ) ( Orang ) 
1. 01/01 44 80 91 171 
2. 02/01 66 118 110 228 
3. 03/02 22 42 42 76 
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Kondisi Sosial Ekonomi dan Kependidikan 
Kegiatan perekonomian penduduk Kampung Wasur tidak menentu, ada 
sebagian yang bergantung pada hasil berkebun ada pula sebagian bergantung pada 
hasil berburu atau mengumpulkan Butas (batu)  yang akan di jual sebagai bahan 
bangunan. Kondisi tempat tinggal penduduk Kampung Wasur cukup baik yang 
sebagian besar adalah bantuan dari pemerintah, namun karena kurangnya 
perawatan banyak rumah yang masuk dalam kriteria kondisi tidak layak huni. 
Warga  Kampung Wasur lebih dominan beragama katolik, hal ini dapat dilihat 
dari data hasil survei yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
              Tabel 3 Susunan Penduduk Menurut Agama 
No. Agama Jumlah (KK) 
1. Islam 51 
2. Kristen Protestan 7 
3. Kristen Katolik 417 
4. Hindu - 
5. Budha - 
Jumlah (orang) 475 
                     Sumber : Data Monografi Kampung Wasur 
 Tingkat pendidikan masyarakat Wasur Kampung menurut data dari hasil 
survei, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4 Susunan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 




Tamat Akademik / Perguruan 
Tinggi 13 
2. Tamat SMU / Sederajat 37 
3. Tamat SMP / Sederajat 56 
4. Tamat SD 198 
5. Tidak Tamat SD 84 
6. TK / PAUD 29 
7. Belum Sekolah 58 
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   Sumber : Data Monografi Wasur Kampung 
Dari keseluruhan penduduk yang termasuk usia produktif, terdapat orang yang 
memiliki mata pencaharian. Adapun perincian jenis mata pencaharian pokok 
penduduk Kampung Wasur dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 5 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Kampung Wasur 
 
 
Sumber : Data Monografi 
Keterangan : 
1 = Pegawai pemerintahan 
2 = Petani 
3 = TNI / Polri 
4 = Wiraswasta 
5 = Tidak bekerja 
6 = Lain-lain 
Kelembagaan Kampung 
 Di Kampung Wasur terdapat struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Kampung. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Kampung 
dibantu oleh aparat-aparat kampung. 
 
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 
Faktor Pendukung 
Yang menjadi factor pendukung kebijakan agropolitan di kampung Wasur adalah  
Tersedianya lahan potensial yang memadai dalam bidang pertanian  
Menurut Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas Pertanian) Kabupaten 
Merauke memiliki lahan seluas 1,7 juta ha  yang secara biofisik sesuai bagi 
pertanaman padi di sawah. Lahan yang telah dibuka baru sekitar 21. 300 ha 
dengan luas panen 15.700 ha di mana kampung Wasur termasuk di dalamnya 
No. 
Mata Pencaharian 
1 2 3 4 5 6 
1. 5 % 35 % 2 % 4 % 19 % 45 % 
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dengan luas 500 ha . Kemudian Di Kabupaten Merauke termasuk kampung Wasur 
terdapat Iklim yang tegas antara musim kemarau dan musim penghujan yang 
menjadikan secara menyeluruh musim panen dapat dilakukan dua kali dalam 
setahun. 
Adanya prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung 
pengembangan agropolitan 
Adanya prasarana dan infrastruktur adalah merupakan salah satu pendukung di 
dalam kebijakan agropolitan dengan tersedianya beberapa fasilatas seperti jalan, 
sarana irigasi / pengairan, adanya pasar lokal, terminal,  dan pusat informasi 
pengembangan usaha agrpolitan. Beberapa fasilitas yang telah kami sebutkan di 
atas telah di dimiliki oleh masyarakat di kampung Wasur. Oleh karena itu 
pemerintah tinggal lebih meningkatkannya agar pelaksanaan kebijakan tersebut 
dapat berjalan dengan baik. 
Faktor Penghambat  
Yang menjadi faktor penghambat kebijakan agropolitan di kampung Wasur 
adalah  
 Rendahnya Pengetahuan Masyarakat  di Kampung Wasur 
  Rendahnya Pengetahuan Masyarakat di kampung Wasur membuat 
masyarakat terkadang sulit mencerna setiap kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah. Hal ini dapat dilihat melalui data yang ada dimana rata-rata sampel 
yang kami ambil menunjukkan tingkat pendidikan yang diperoleh oleh 
masyarakat di kampung Wasur adalah sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD). 
Dengan kondisi yang demikian  maka  memicu terjadinya kesalapahaman antara 
pemerintah dan masyarakat di kampung Wasur. Dengan demikian maka  
kebijakan yang akan dan telah di lakukan oleh pemerintah menjadi bertentangan 
dengan masyarakat. 
Pemakaian sarana dan prasarana yang belum efektif 
Pemakaian sarana dan prasarana yang belum efektif yang mana mengakibatkan 
segala bentuk bantuan yang ada menjadi cepat rusak. Hal ini dikarenakan 
masyarakat tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya, apa fungsinya dan 
bagaimana cara merawatnya dengan baik. Walaupun pembinaan telah dilakukan 
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namun masyarakat di kampung Wasur tidak langsung dapat mengerti. Oleh 
karena itu pembinaan dilakukan secara rutin atau terus menerus sampai 
masyarakat benar – benar mengerti. Hal ini dapat dilihat melalui data yang telah 
kami sajikan di mana ada beberapa alat–alat pertanian  yang telah rusak, akibat 
kurangnya pemahaman di dalam penggunaan maupun perawatan setiap alat yang 
ada.  
 Kehidupan masyarakat masih  terikat dengan adat dan kebudayaan 
  Kehidupan masyarakat di kampung Wasur yang masih terikat dengan adat 
dan kebudayaan  membuat, pemerintah kewalahan dalam melaksanakan setiap  
kebijakan yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan di kampung 
Wasur. Karena sejak turun temurun untuk mempertahankan hidupnya masyarakat 
di kampung Wasur berburu dan meramu makanan,sehingga ketika dianjurkan 
untuk menanam padi masyarakat masih bingung dan tidak yakin pada diri mereka 
sendiri apakah akan berhasil atau gagal. Selain itu masyarakat masih sangat 
percaya akan adanya area – area sakral yang tidak boleh disentuh. Hal ini 
mengakibatkan sering kali pemerintah kesulitan mendapat ijin dari masyarakat 
untuk pengembangan kawasan agroplitan. Karena masyarakat menilai tempat 
tersebut merupakan hak ulayat mereka yang tidak boleh diganggu gugat. 
Masyarakat  menganggap area – area  tersebut merupakan  tempat melakukan 
Ohan dan pesta - pesta adat. 
Kurangnya kordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada  Masyarakat  
  Kurangnya kordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat 
merupakan salah sala satu faktor penghambat kebijakan agropolitan di kampung 
Wasur. Hal ini di karenakan pemerintah seringkali mengalami kesulitan ketika 
akan membangun lahan tidur karena tidak mendapat ijin dari masyarakat. Disini 
pemerintah tidak mengundang masyarakat maupun tokoh – tokoh adat maupun 
tokoh masyarakat untuk bersama – sama membuat kebijakan mengenai 
pembangunan lahan tidur. Padahal masyarakat di kampung wasur sangat erat 
dengan adat istiadat serta kebudayaan.  
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SIMPULAN   
Kebijakan Agropolitan di Kampung Wasur yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  telah berhasil 
dilaksanakan meskipun masih terdapat beberapa kekukarangan didalamnya, 
Masyarakat tani di Kampung Wasur telah mengerti peran dan fungsinya sebagai 
petani, mereka mengerti bagaimana menanam bibit padi, menanam padi, 
merawatnya, memanen sampai dengan memasarkan hasil panenan mereka. Selain 
itu masyarakat tani di Kampung Wasur menjadi mandiri dan memiliki kehidupan 
yang lebih sejahtera, hal ini dikarenakan yang tadinya masyarakat setempat sangat 
sulit memperoleh beras kini mereka bisa memperoleh beras dengan kerja keras 
mereka sendiri bahkan hasil panenan mereka dipasarkan pada tingkat lokal, antar 
pulau sampai dengan pada tingkat eksport. 
  
DAFTAR RUJUKAN  
Anderson, James, E. 1978. Public Policy-making. Second Edision. Holt-Rinehart 
and Wiston. New York. 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke, Jumlah 
Jumlah distrik Kabupaten Merauke,2010 
BPSDM, Pertanian, 2003, Pedoman Operasional Pengembangan Kawasan 
Agropolitan, Departemen Pertanian RI. 
Considine, Mark. 1994. Public Policy, A Critical Approach, MacMillan Education 
Australia PTY.LTD. Melbourne. 
Departemen Agama Kabupaten Merauke, Daftar pemeluk agama,2010 
 
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Merauke, Laporan Tahunan   
Tanaman Pangan dan Holtikultura 2010 
Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Merauke, Laporan Tahunan 
2010 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke,Daftar Jumlah 
Penduduk, 2010 
Dye, R. Thomas. 1972. Understanding Public Policy. Prentice Hall. INC. 
Englewood Cliffs. New Yersey. 
DUNN, WN. 1981. Public Policy Analysis, An Introduction. Prentice Hall. 
International Inc. New Yersey. 
Fermana Surya,2009 Kebijakan Publik,AR – Ruzz Media, Yogyakarta 
Grindle, MS. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World, 
princetion University  Press, New Yersey. 
Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial                             




Grindle, M.S. & Thomas, JW. 1991. Public Choices And Policy Change, The 
Political Economy of Reform in Developing Country. The John Hopkin 
University Press. Baltimore. 
Ham, Ch & Michal Hill. 1993. The Policy Process in the Modern Capitalist State, 
Harvester Wheatsheaf. London. 
Hamlaor, S. 1995. Stability and Unity on A culture of Fear. The Asian Forum For 
Human Rights and Development (Forum Asia). Bangkok. 
Iqbal, Muhamad danAnugrah Setiajie Iwan,2005,Rancangan Membangun 
Sinergis Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonoimi Lokal 
Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah dalam 
pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART7-2d 
Lavalette, M & Pratt, A. 1997. Social Policy, a Conceptual and Theoretica-1 
Introduction. Sage Publications. London. 
Narbuko, Cholid dan Achmadi.Abu.H,2001 Metodelogi Penelitian ,Bumi 
Aksara,Jakarta 
Nugroho, Riant,2009,Public Policy,Elex Media Komputido,Jakarta 
Rustadi, Ernan dan Pranoto Sugimin,2007,Agropolitan Membangun Ekonomi 
Perdesaan,Crestpent Perss,Bogor 
Sadhana, Kridawati.  2011.Realitas Kebijakan Publik, Universitas Negeri Malang 
Simon, Herbert. A. 1984. Administrative Behaviour. PT. Bina Aksara. Jakarta. 
hal.175. 
Sogiyono,2008 Memahami Penelitian Kualitatif , Alfabeta,Bandung 
Subarsono, Ag,2005 Analisis Kebijakan Publik,Pustaka Pelajar, Yogyakarta 
Syaif , Kencana Inu,2006 Ilmu Administrasi Publik ,Rineka Cipta,Jakarta 
  
 
